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Abstrak 
Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang 
mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Untuk mewujudkan tata kelola 
yang baik (good governance), pengamanan BMD harus dilakukan secara optimal. Namun, Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK Tahun 2022 menunjukkan bahwa pengamanan BMD di Kabupaten Buleleng masih 
belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengamanan BMD 
di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif di BPKPD Kabupaten 
Buleleng, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan penelusuran online, dengan purposive sampling untuk menentukan informan. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pengamanan Barang Milik Daerah di 
Kabupaten Buleleng belum optimal, terutama dalam pengamanan administrasi, hukum, dan fisik. 
Kendala utama meliputi kurangnya pemahaman kebijakan, keterbatasan SDM, serta rendahnya 
kompetensi dalam penggunaan aplikasi SIPKD BMD. Upaya perbaikan mencakup sosialisasi berkala, 
bimbingan teknis, dan inventarisasi aset daerah. 
Kata Kunci: Kebijakan Daerah; Barang Milik Daerah; Implementasi Kebijakan; Administrasi Pemerintah 
Daerah. 
 

Abstract  
Regional Property Security (BMD) is part of regional financial management that supports the 
implementation of government and community services. To realize good governance, BMD security must be 
carried out optimally. However, the 2022 BPK Audit Results Report shows that BMD security in Buleleng 
Regency is still not optimal. This study aims to analyze the implementation of BMD security policies in 
Buleleng Regency. This study uses a qualitative descriptive method at BPKPD Buleleng Regency, with the 
researcher as the main instrument. Data was collected through observation, interviews, documentation, 
and online searches, with purposive sampling to determine informants. This study shows that the 
implementation of the Regional Property Security policy in Buleleng Regency has not been optimal, 
especially in administrative, legal, and physical security. The main obstacles include a lack of understanding 
of policies, limited human resources, and low competence in the use of the BMD SIPKD application. 
Improvement efforts include periodic socialization, technical guidance, and inventory of regional assets. 
Keywords: Role; Tourism and Culture Office; Sippan Village. 
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PENDAHULUAN 
Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. 

Selain itu, Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat (Poedjianto et al., 2019; Zakwani et al., 2020). 
Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah 
yang baik. Oleh karena itu, tentu saja pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilakukan dengan baik 
dan benar. Hal ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) (Adam 
et al., 2021; Giavinny & Ugut, 2022). Pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan Barang Milik 
Daerah atau aset, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Hasibuan & Angelia, 2022; Ranto Mahmuda 
Perdana Aritonang et al., 2023). Pengelompokan aset tetap (BMD) secara umum diatur dalam dalam 
PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).  

Berdasarkan hal tersebut Barang Milik Daerah merupakan kekayaan daerah yang perlu 
dikelola secara tertib, efektif, dan efisien dan juga berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, 
transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai sehingga dapat 
didayagunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 
dan pelayanan kepada masyarakat (Ependi & others, 2021; Ritonga & others, 2018). Pengamanan 
Barang Milik Daerah atau aset bertujuan untuk menjaga aset daerah agar tidak berpindah tangan 
secara ilegal serta memudahkan pihak pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan lebih 
lanjut. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Bab VII Pengamanan dan Pemeliharaan pasal 42 
tentang Pengamanan dijelaskan bahwa pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa 
pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik Negara/Daerah yang berada dalam 
penguasaannya (Febriana, 2017; Nomor, 27 C.E.; Purwaningsih, 2022).  

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2017 yang mengatur pejabat 
pengelolaan barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, 
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, mengelola 
barang milik Daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah, barang milik daerah berupa rumah negara, dan ganti rugi sanksi (Lubis & others, 
2023; Prasetyo, 2023; Seputra & Ardana, 2023). Dalam kegiatan pengelolaan barang milik daerah 
atau aset, pengamanan dan pemeliharaan merupakan sasaran strategis dalam kebijakan 
pengelolaan aset daerah. Pemerintah juga perlu meningkatkan tertib administrasi dan inventarisasi 
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di segala bidang. Pengelolaan barang atau sering 
disebut dengan manajemen aset merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari manajemen 
keuangan dan terkait dengan administrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan 
nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca tahunan daerah maupun dalam 
penyusunan prioritas dalam pembangunan (Kamaluddin, 2019; Ramadhan et al., 2023).  

Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola Pemerintah Kabupaten Buleleng tercatat dalam 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022 pada akun Aset Tetap. Per 31 Desember 2022, 
nilai aset tetap tercatat sebesar Rp2,29 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp104,6 miliar atau 
4,36% dibandingkan tahun sebelumnya akibat penghapusan barang rusak berat dan hibah ke pihak 
ketiga. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 2022 menunjukkan bahwa penatausahaan dan 
pengamanan BMD masih belum memadai. Pejabat penatausahaan barang belum sepenuhnya 
menjalankan pengamanan administrasi dan hukum atas aset, terutama karena masih banyak tanah 
yang belum bersertifikat. Hal ini menunjukkan lemahnya pengelolaan aset oleh BPKPD, sehingga 
masih banyak aset tanah yang belum memiliki legalitas yang jelas.  

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2022 menyatakan bahwa pengamanan fisik dan 
hukum Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Buleleng belum maksimal. Data Kartu Inventaris 
Barang (KIB) belum sepenuhnya mencerminkan keberadaan, bentuk, dan jumlah fisik BMD, dengan 
beberapa aset masih hilang atau tidak sesuai pencatatan. Selain itu, pengamanan hukum juga lemah, 
terbukti dari banyaknya bangunan pemerintah, seperti puskesmas dan sekolah, yang berdiri di atas 
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tanah milik pihak ketiga tanpa sertifikat Hak Pakai. Hal ini terjadi karena tanah tersebut 
sebelumnya digunakan secara sukarela tanpa dokumen penyerahan resmi kepada pemerintah 
daerah. 

Berdasarkan fakta beberapa permasalahan yang telah diuraikan tampak bahwa pengamanan 
Barang Milik Daerah ini sangat penting agar nantinya data aset ataupun Barang Milik Daerah 
menjadi aman dan pengelolaan maupun pengamanannya menjadi lebih optimal. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengamanan Barang Milik Daerah 
Pemerintah Kabupaten Buleleng, menganalisis faktor penghambat implementasi kebijakan 
pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng. Serta menganalisis upaya untuk 
meningkatkan kinerja pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng. 
 
METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Jenis penelitian ini menurut Budgon dan Taylor (dalam Moleong, 2006) menyatakan bahwa 
“metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Penelitian ini 
dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng 
yang berlokasi di Jalan Ngurah Rai Nomor 2 Singaraja, Kabupaten Buleleng. Alasan peneliti 
memilih lokasi tersebut dikarenakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 
(BPKPD) Kabupaten Buleleng merupakan leading sector dalam merumuskan dan mengkoordinir 
penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah, permasalahan yang dialami diantaranya 
kegiatan pengamanan administrasi dan fisik barang milik daerah oleh Pemerintah Kabupaten 
Buleleng belum sepenuhnya dapat menjamin data barang milik daerah.  

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data 
(Handayani, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sesuai 
dengan pendekatan yang digunakan, maka instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 
adalah peneliti sendiri. Dalam hal ini, peneliti melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan 
data tersebut peneliti menyusun item untuk pertanyaan sebagai pedoman wawancara, 
pelaksanaannya meliputi pengamatan, foto/dokumen dan penelitian terhadap dokumen-
dokumen yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. 

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan, 
dengan memilih individu yang memahami pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi untuk mencatat proses pengamanan BMD, wawancara terstruktur dan semi-
terstruktur untuk menggali pandangan informan, serta dokumentasi untuk merekam data dan 
dokumen pendukung. Selain itu, teknik penelusuran online digunakan untuk melengkapi 
informasi. Penelitian ini berlangsung dari April hingga Juli 2023, mencakup tahap persiapan 
hingga ujian tesis. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN   
Analisis Implementasi Kebijakan Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah 
Kabupaten Buleleng 

Implementasi kebijakan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Buleleng 
dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Dalam 
menganalisis implementasi kebijakan ini, digunakan teori Van Horn dan Van Meter yang 
mengidentifikasi enam variabel utama yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, 
yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen 
pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi dan sikap pelaksana. 

Standar dan sasaran kebijakan pengamanan BMD di Kabupaten Buleleng bertujuan untuk 
memastikan pengelolaan aset daerah yang tertib, dapat dipertanggungjawabkan, serta berjalan 
secara efektif dan efisien. Pemerintah menargetkan adanya pengamanan yang mencakup aspek 
administrasi, fisik, dan hukum. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam 
memenuhi prosedur pengamanan yang telah ditetapkan. Salah satu kendala utama adalah belum 
adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mendukung pelaksanaan pengamanan secara 
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optimal. Temuan dari (Kurniawan, 2020; Ma`ruf, 2022) menunjukkan bahwa banyak pengelola 
aset daerah yang belum sepenuhnya memahami regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Daerah 
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi dasar pengelolaan barang milik daerah. 

Sumber daya juga menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. 
Pengurus barang dan pengurus barang pembantu di BPKPD masih belum bekerja secara optimal. 
Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih banyak permasalahan dalam 
pengamanan administrasi, fisik, dan hukum yang belum terselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa 
selain regulasi yang jelas, kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola aset daerah 
perlu ditingkatkan. Saat ini, jumlah dan kualitas SDM di BPKPD masih terbatas, sehingga 
menghambat efektivitas pengelolaan aset daerah. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan 
menambah jumlah tenaga ahli yang bertanggung jawab dalam pengamanan BMD serta 
meningkatkan pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai yang terlibat dalam pengelolaan aset. 

Selain sumber daya, komunikasi antar organisasi juga berperan dalam efektivitas 
implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pengurus 
barang dan pengurus barang pembantu di BPKPD sudah berjalan dengan baik. Pengurus barang 
rutin berkoordinasi dengan pembantu pengelola barang dalam menjalankan pengamanan aset 
daerah, baik melalui konsultasi, koordinasi, maupun sosialisasi yang dilakukan oleh BPKPD 
Kabupaten Buleleng. Selain itu, komunikasi dalam pengamanan fisik dan hukum juga telah 
berjalan cukup baik. Namun, meskipun komunikasi sudah berjalan, diperlukan mekanisme 
koordinasi yang lebih efektif agar setiap prosedur pengamanan dapat dilaksanakan secara lebih 
maksimal. 

Karakteristik agen pelaksana juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. 
BPKPD sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap pengamanan BMD di Kabupaten Buleleng 
memiliki struktur organisasi yang memenuhi kriteria yang diperlukan. Namun, menurut hasil 
penelitian (Wartuny, 2020), pengelolaan aset tetap di beberapa daerah masih bergantung pada 
komitmen dan ketegasan pimpinan dalam memberikan perhatian terhadap pengelolaan aset 
daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan perhatian dan pengawasan dari pimpinan untuk 
memastikan bahwa kebijakan pengamanan BMD dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan. 

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga 
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Salah satu tantangan terbesar yang 
dihadapi dalam pengamanan BMD adalah adanya bangunan sekolah dan puskesmas yang masih 
berdiri di atas tanah pribadi atau desa adat tanpa dokumen resmi. Hingga saat ini, belum ada 
kejelasan mengenai status kepemilikan tanah tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan 
masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, kondisi ekonomi pemerintah daerah juga 
berpengaruh terhadap pengamanan BMD, terutama dalam ketersediaan anggaran untuk 
sertifikasi tanah. Kekurangan dana anggaran menyebabkan target sertifikasi tanah belum dapat 
direalisasikan sepenuhnya. 

Terakhir, disposisi dan sikap pelaksana juga berperan dalam efektivitas implementasi 
kebijakan. Meskipun sebagian besar pegawai di BPKPD memiliki sikap yang cukup baik dalam 
menjalankan tugasnya, masih terdapat beberapa implementor yang belum mampu menjalankan 
kebijakan pengamanan BMD secara optimal. (Zakaria et al., 2021) menekankan bahwa 
keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sikap dan komitmen pengelola aset. 
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab di antara para pelaksana 
kebijakan agar pengamanan BMD dapat berjalan lebih baik. 
 
Analisis Faktor Penghambat Kinerja Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah 
Kabupaten Buleleng 
1. Kurangnya Pemahaman terhadap Regulasi 

Salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan pengamanan BMD adalah 
kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan aset daerah. Banyak 
pegawai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan BMD belum memahami secara mendalam 
ketentuan hukum yang berlaku, seperti Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman 
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Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan ketidaksesuaian 
antara prosedur yang diterapkan di lapangan dengan regulasi yang seharusnya menjadi pedoman 
utama dalam pengamanan aset daerah. 

Akibatnya, berbagai permasalahan administratif muncul, termasuk ketidaktepatan dalam 
pencatatan aset, kesalahan dalam pengarsipan dokumen kepemilikan, serta lemahnya 
pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan aset daerah. Jika hal ini tidak segera 
ditangani, potensi penyalahgunaan dan kehilangan aset daerah dapat meningkat, yang pada 
akhirnya dapat berdampak negatif terhadap keuangan daerah dan efektivitas pelayanan publik. 
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan 
pengamanan BMD. Namun, di Kabupaten Buleleng, jumlah tenaga ahli yang bertanggung jawab 
dalam pengelolaan aset daerah masih terbatas. Banyak prosedur pengamanan aset yang belum 
terlaksana secara optimal akibat kurangnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang 
manajemen aset dan pengelolaan keuangan daerah. 

Keterbatasan ini berdampak pada lambatnya proses verifikasi dan inventarisasi aset, 
kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan aset, serta lemahnya upaya dalam pengamanan 
hukum aset daerah. Selain itu, beban kerja yang tinggi pada tenaga yang ada menyebabkan 
rendahnya efektivitas implementasi kebijakan pengamanan BMD. Oleh karena itu, peningkatan 
jumlah dan kualitas SDM dalam pengelolaan aset daerah menjadi kebutuhan mendesak yang harus 
segera ditangani. 
3. Minimnya Anggaran untuk Sertifikasi Tanah 

Faktor lain yang menghambat efektivitas pengamanan BMD adalah keterbatasan anggaran 
yang dialokasikan untuk sertifikasi tanah. Hingga saat ini, masih banyak aset tanah milik 
Pemerintah Kabupaten Buleleng yang belum memiliki sertifikat resmi. Tanpa sertifikat 
kepemilikan yang sah, aset daerah rentan terhadap klaim atau gugatan dari pihak lain, yang 
berpotensi menimbulkan konflik hukum dan merugikan pemerintah daerah. 

Minimnya anggaran untuk sertifikasi tanah juga menyebabkan terhambatnya proses 
legalisasi aset yang seharusnya dilakukan secara bertahap. Dalam kondisi ini, aset-aset yang belum 
bersertifikat tetap dalam status yang tidak jelas, sehingga menyulitkan proses inventarisasi dan 
pengelolaan aset oleh instansi terkait. Jika tidak ada alokasi anggaran yang memadai, maka target 
pengamanan hukum terhadap BMD akan sulit tercapai. 
4. Lemahnya Komitmen dan Koordinasi Antar Instansi 

Kurangnya komitmen dan koordinasi antar instansi terkait juga menjadi hambatan dalam 
implementasi kebijakan pengamanan BMD. Dalam banyak kasus, kebijakan ini tidak dijalankan 
secara konsisten karena lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta 
masyarakat yang terkait dengan pemanfaatan aset daerah. 

Koordinasi yang buruk menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan dalam 
pengelolaan aset, kurangnya sinergi dalam pemeliharaan dan pengamanan aset, serta lambatnya 
respons terhadap permasalahan yang muncul di lapangan. Akibatnya, upaya pengamanan aset 
daerah tidak berjalan dengan efektif dan cenderung mengalami berbagai kendala administratif 
serta teknis yang menghambat proses pelaksanaannya. 

 
Upaya Meningkatkan Kinerja Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten 
Buleleng 

Untuk mengatasi berbagai kendala yang telah diidentifikasi, diperlukan langkah-langkah 
strategis yang dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengamanan BMD di 
Kabupaten Buleleng. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan: 
1. Meningkatkan Pemahaman terhadap Regulasi 

Pemerintah daerah perlu mengadakan program sosialisasi dan pelatihan secara berkala bagi 
pegawai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset daerah. Dengan memahami regulasi 
yang berlaku, mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan memastikan bahwa 
setiap prosedur yang diterapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, 
penyediaan panduan tertulis yang jelas tentang kebijakan pengelolaan BMD juga dapat membantu 
meningkatkan pemahaman pegawai terhadap regulasi yang berlaku. 
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2. Menambah dan Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia 
Pemerintah daerah harus menambah jumlah tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang 

pengelolaan aset serta meningkatkan kompetensi mereka melalui pelatihan dan bimbingan teknis 
(bimtek). Pelatihan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti teknik inventarisasi aset, 
pengamanan administrasi, serta prosedur hukum yang berkaitan dengan pengelolaan BMD. 
Dengan adanya tenaga kerja yang lebih kompeten, proses pengamanan aset dapat berjalan lebih 
efektif dan efisien. 
3. Mengalokasikan Anggaran yang Lebih Besar untuk Sertifikasi Tanah 

Untuk memastikan bahwa seluruh aset tanah milik daerah memiliki legalitas yang jelas, 
pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk sertifikasi tanah. Jika 
anggaran dari pemerintah daerah terbatas, maka perlu dicari alternatif sumber pendanaan, seperti 
kerja sama dengan pihak swasta atau memanfaatkan dana hibah dari pemerintah pusat. Dengan 
adanya sertifikasi yang lengkap, status kepemilikan aset daerah menjadi lebih terjamin dan risiko 
sengketa aset dapat diminimalkan. 
4. Memperkuat Koordinasi Antar Instansi 

Peningkatan koordinasi antar instansi terkait dapat dilakukan melalui pembentukan forum 
koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Forum ini dapat menjadi wadah 
untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pengamanan aset daerah serta 
meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat setempat. Dengan adanya 
komunikasi yang lebih efektif, pengelolaan aset dapat berjalan lebih baik dan setiap masalah yang 
muncul dapat segera ditangani. 
5. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi dalam Pengelolaan Aset 

Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi solusi dalam meningkatkan 
pengelolaan BMD. Sistem informasi aset daerah dapat digunakan untuk menyimpan data 
inventarisasi aset secara terpusat, sehingga memudahkan dalam pemantauan dan pengelolaan 
aset. Dengan adanya sistem digital, pencatatan aset dapat dilakukan secara lebih transparan dan 
akurat, sehingga mengurangi risiko kehilangan atau penyalahgunaan aset. 
 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian, implementasi kebijakan pengamanan 
Barang Milik Daerah (BMD) di Pemerintah Kabupaten Buleleng masih belum optimal. Hal ini dapat 
dilihat dari beberapa aspek, seperti penatausahaan barang yang belum berjalan sesuai dengan 
kewenangan dalam pengamanan administrasi dan hukum atas aset tanah, di mana masih banyak 
aset tetap yang belum bersertifikat Hak Pakai. Selain itu, pengamanan fisik juga belum maksimal, 
dengan masih adanya aset yang belum terlacak, hilang, atau tidak dapat ditunjukkan 
keberadaannya. Dari segi pengamanan hukum, beberapa fasilitas umum seperti sekolah dan 
puskesmas masih berdiri di atas tanah milik pihak ketiga tanpa kejelasan status kepemilikan. 
Kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan BMD juga masih belum optimal, dengan 
banyaknya pengurus barang yang belum memiliki pemahaman dan pengalaman yang memadai 
terkait pengamanan aset daerah. 

Beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengamanan BMD di 
Kabupaten Buleleng meliputi kurangnya pemahaman mengenai prosedur kebijakan yang berlaku, 
terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pencatatan dan inventarisasi aset, serta 
kurangnya keterampilan pengurus barang dalam mengoperasikan aplikasi pencatatan seperti 
SIPKD BMD. Faktor-faktor ini menyebabkan pengelolaan BMD menjadi kurang efektif dan rentan 
terhadap permasalahan administrasi maupun hukum. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas 
aparatur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset daerah menjadi langkah penting 
dalam memperbaiki sistem pengamanan BMD yang ada. 

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan beberapa 
upaya strategis. Salah satunya adalah dengan mengadakan sosialisasi secara berkala guna 
meningkatkan pemahaman pegawai terhadap kebijakan pengamanan BMD. Selain itu, bimbingan 
teknis (Bimtek) yang melibatkan Pengawas Keuangan Pemerintah dan Inspektorat Daerah perlu 
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dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pengurus barang dalam pencatatan dan pengamanan 
aset daerah. Inventarisasi aset juga perlu diperkuat dengan melakukan pendekatan kepada 
masyarakat dan desa untuk memastikan kepemilikan aset yang digunakan sebagai fasilitas umum 
dapat diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng secara sah. Dengan langkah-langkah ini, 
diharapkan implementasi kebijakan pengamanan BMD dapat berjalan lebih optimal dan 
mendukung pengelolaan aset daerah secara tertib, efisien, dan transparan. 
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